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RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 [bookmark: _Toc422219619]ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Stabilitas perekonomian daerah menjadi salah satu syarat  untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan peran serta Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai fasilitator (agent of development) untuk memberikan jaminan kepastian berusaha.  Selain itu secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Di samping itu, otonomi daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri.
Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan.  
Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung bertujuan untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.
Namun demikian, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian nasional bahkan perekonomian global.  Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor riil, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan ke luar daerah.
Sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama, menyebutkan bahwa arah kebijakan perekonomian  Provinsi Lampung Tahun 2016 masih merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan.  Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi serta peningkatan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal daerah yang tinggi terutama dicirikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.
Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi kepada ekonomi nasional dan global.  Di lain sisi ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan teknologi.  Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin.
Secara lebih rinci kondisi ini sejalan dengan target yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain :
1. Menciptakan Kesempatan Kerja yang Tinggi
Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik full employment  dalam pengertian bahwa lapangan pekerjaan yang yang disediakan oleh Pemerintah dan swasta dapat dipenuhi oleh para pencari kerja.
2. Meningkatkan Kapasitas Produksi
Peningkatan kapasitas produksi merupakan suatu keharusan.  Namun demikian di sisi lain peningkatan ini erat kaitannya dengan peningkatan investasi maupun saving yang dilakukan oleh masyarakat.  Sedangkan investasi dan saving akan terjadi ketika masyarakat memiliki tingkat pendapatan perkapita yang juga tinggi melalui peningkatan produktivitasnya maupun penggunaan dan pengembangan teknologi.
3. Meningkatkan Pendapatan Perkapita dan Daya Beli Masyarakat
Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk.  Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.
4. Menciptakan Kondisi Perekonomian Daerah yang Stabil
Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu pendapatan, kesempatan kerja serta tingkat harga barang.  Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat booming namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.
5. Pemerataan Distribusi Pendapatan 
Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu.  Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (equality of income).  
3.1.1 [bookmark: _Toc422219620]Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Lampung
Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB Harga Berlaku mencapai Rp. 187,494 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp. 164,393 triliun. Menurut Harga Konstan, maka PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2014 mencapai Rp. 48,301 triliun (ADHK 2000) meningkat dari tahun 2013 yang sebesar Rp. 46,123 triliun.
[bookmark: _Toc422219564]Tabel 3. 1
PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014
	PDRB
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	ADH BERLAKU
(Juta rupiah)
	88.934.861
	108.404.270
	127.908.260
	144.639.476
	164.393.428
	187.494.589

	ADHK TH 2000
(Juta rupiah)
	36.256.295
	38.389.899
	40.858.942
	43.526.870
	46.123.346
	48.301.530



Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara
Meninjau PDRB disisi penawaran, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 perekonomian Lampung pada periode tahun 2009 s.d. 2014 didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu : sektor Pertanian, sektor Perdagangan/Hotel/Restoran, dan sektor Industri Pengolahan, yang terus diikuti dengan meningkatnya peran sektor Pengangkutan/Komunikasi. Di tahun 2014, masing-masing kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB adalah : sektor Pertanian dengan kontribusi 34,22 %, Perdagangan/Hotel/Restoran dengan kontribusi 16,68 %, Industri Pengolahan dengan kontribusi 15,61 % dan Pengangkutan/Komunikasi dengan kontribusi 11,97 %.
[bookmark: _Toc422219565]Tabel 3. 2
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku (Juta Rupiah)
	No.
	SEKTOR
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1
	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
	34.591.074
	39.917.414
	45.478.685
	51.927.562
	58.418.105
	64.153.346

	 
	distribusi
	38,89%
	36,82%
	35,56%
	35,90%
	35,54%
	34,22%

	2
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
	1.860.403
	2.161.754
	2.672.150
	2.903.528
	3.357.875
	3.658.846

	 
	distribusi
	2,09%
	1,99%
	2,09%
	2,01%
	2,04%
	1,95%

	3
	INDUSTRI PENGOLAHAN
	12.514.338
	17.120.714
	20.555.157
	22.481.435
	25.517.406
	29.261.614

	 
	distribusI
	14,07%
	15,79%
	16,07%
	15,54%
	15,52%
	15,61%

	4
	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
	518.964
	595.503
	691.203
	796.376
	913.992
	1.091.740

	 
	distribusi
	0,58%
	0,55%
	0,54%
	0,55%
	0,56%
	0,58%

	5
	BANGUNAN
	3.742.874
	3.968.970
	4.397.009
	4.855.562
	5.187.493
	6.080.743

	 
	distribusi
	4,21%
	3,66%
	3,44%
	3,36%
	3,16%
	3,24%

	6
	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
	11.948.935
	16.530.762
	20.481.520
	22.930.103
	26.198.820
	31.272.602

	 
	distribusi
	13,44%
	15,25%
	16,01%
	15,85%
	15,94%
	16,68%

	7
	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
	8.800.173
	11.011.468
	14.716.358
	16.683.865
	19.338.010
	22.439.485

	 
	distribusi
	9,90%
	10,16%
	11,51%
	11,53%
	11,76%
	11,97%

	8
	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
	5.932.710
	6.844.990
	7.633.617
	8.892.445
	10.226.601
	11.687.412

	 
	distribusi
	6,67%
	6,31%
	5,97%
	6,15%
	6,22%
	6,23%

	9
	JASA-JASA
	9.025.390
	10.252.694
	11.282.562
	13.168.600
	15.235.126
	17.848.800

	 
	distribusi
	10,15%
	9,46%
	8,82%
	9,10%
	9,27%
	9,52%

	 
	PDRB
	88.934.861
	108.404.270
	127.908.260
	144.639.476
	164.393.428
	187.494.589



Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara
Disisi permintaan, PDRB Lampung pada periode 2009-2014, lebih dari 50 persen perekonomian Lampung periode tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, diikuti dengan PMTB pada kisaran  17-18 persen dan konsumsi belanja pemerintah pada kisaran 10-12 persen, dengan nilai nett ekspor sekitar 25 persen, ditunjukkan pada Tabel 3.3
[bookmark: _Toc422219566]Tabel 3. 3
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Th 2009-2014Menurut Penggunaan ADH Berlaku (Juta Rupiah)
	No.
	SEKTOR
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1
	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
	51.445.080
	57.545.531
	65.624.263
	75.171.836
	85.880.755
	96.743.552

	 
	distribusi
	57,85%
	53,08%
	51,31%
	51,97%
	52,24%
	51,60%

	2
	PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA
	1.023.135
	1.139.132
	1.238.534
	1.411.746
	1.586.976
	1.825.936

	 
	distribusi
	1,15%
	1,05%
	0,97%
	0,98%
	0,97%
	0,97%

	3
	PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
	11.217.767
	12.649.780
	14.014.848
	15.790.062
	17.696.368
	19.158.546

	 
	distribusi
	12,61%
	11,67%
	10,96%
	10,92%
	10,76%
	10,22%

	4
	PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO (PMTB)
	16.299.817
	18.667.584
	22.130.674
	25.656.641
	28.983.843
	33.165.233

	 
	distribusi
	18,33%
	17,22%
	17,30%
	17,74%
	17,63%
	17,69%

	5
	PERUBAHAN STOK
	421.717
	-1.763.107
	-208.544
	-37.841
	610.107
	562.995

	 
	distribusi
	0,47%
	-1,63%
	-0,16%
	-0,03%
	0,37%
	0,30%

	6
	EKSPOR BARANG DAN JASA
	38.809.589
	45.457.305
	54.606.538
	64.941.271
	69.508.570
	84.490.529

	 
	distribusi
	43,64%
	41,93%
	42,69%
	44,90%
	42,28%
	45,06%

	7
	DIKURANGI IMPOR BARANG DAN JASA
	30.282.244
	25.291.955
	29.498.053
	38.294.240
	39.873.191
	48.452.202

	 
	distribusi
	34,05%
	23,33%
	23,06%
	26,48%
	24,25%
	25,84%

	 
	JUMLAH PDRB
	88.934.861
	108.404.270
	127.908.260
	144.639.476
	164.393.428
	187.494.589



Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara
Merujuk pada Tabel 3.4 dan Grafik 3.1, dapat dipaparkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada periode tahun 2009-2014 adalah 5,86 persen, sejalan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional diperiode tersebut.  Pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,11 persen (atau 5,08 persen ADHK Th. 2010), melambat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,06 persen (atau 5,02 persen ADHK Th. 2010).
[bookmark: _Toc422219567]Tabel 3. 4
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional        Tahun 2009-2014

	URAIAN
	2009*)
	2010*)
	2011*)
	2012*)
	2013*)
	2014**)
	2014***)

	LAMPUNG (%)
	5,26
	5,88
	6,43
	6,53
	5,97
	5,11
	5,08

	NASIONAL (%)
	4,63
	6,22
	6,49
	6,26
	5,78
	5,06
	5,02



Sumber : BPS Prov. Lampung
*)Tahun Dasar 2000
**) Angka sementara ADHK Tahun 2000
***) Angka sementara ADHK Tahun 2010








[bookmark: _Toc422211289][bookmark: _Toc422211856][bookmark: _Toc422219599]Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional        Tahun 2009–2014


Pertumbuhan ekonomi disisi penawaran selama periode 2009-2014, rata-rata laju pertumbuhan dari seluruh sektor tumbuh di atas 5 persen, kecuali sektor pertanian dan pertambangan/penggalian. Untuk kedua sektor tersebut tumbuh melambat bahkan cenderung menurun. Di tahun 2014 tercatat bahwa pertumbuhan sektor pertanian berada pada tingkat 2,67% yang berarti menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,95%. Sementara itu, pertumbuhan pada sektor pertambangan/penggalian hanya tumbuh 1,77% di tahun 2014 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,66%. Demikian pula pada sektor industri pengolahan, tumbuh lebih rendah dari 7,56% pada tahun 2013 menjadi 4,5 % di tahun 2014 (Tabel 3.5).
Memperhatikan data pertumbuhan sektoral pada tiga tahun terakhir, tampak bahwa sektor-sektor tradable (pertanian, pertambangan/penggalian, industri pengolahan) yang merupakan engine of growth dan memiliki linkage effect yang besar untuk pengembangan sektor lainnya, tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor non tradable. Secara singkat, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak riil. 
[bookmark: _Toc422219568]Tabel 3. 5
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan Tahun 2000

	No.
	SEKTOR
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014**)
	Rata2

	1
	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
	2,63%
	1,07%
	4,96%
	4,20%
	3,95%
	2,67%
	3,25%

	2
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
	-9,21%
	-3,38%
	13,48%
	4,28%
	10,66%
	1,77%
	2,93%

	3
	INDUSTRI PENGOLAHAN
	5,88%
	6,11%
	4,88%
	4,39%
	7,56%
	4,50%
	5,55%

	4
	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
	2,84%
	10,41%
	9,86%
	11,51%
	10,05%
	8,56%
	8,87%

	5
	BANGUNAN
	4,87%
	3,71%
	7,77%
	5,82%
	2,50%
	7,85%
	5,42%

	6
	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
	7,60%
	4,78%
	5,50%
	5,59%
	4,70%
	6,66%
	5,81%

	7
	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
	11,47%
	15,42%
	12,98%
	13,73%
	7,83%
	7,56%
	11,50%

	8
	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
	12,91%
	26,88%
	7,48%
	12,44%
	9,48%
	6,12%
	12,55%

	9
	JASA-JASA
	5,59%
	5,59%
	8,24%
	9,42%
	9,39%
	9,48%
	7,95%



Sumber : BPS Prov. Lampung
**) Angka sementara

Pertumbuhan PDRB disisi penggunaan (permintaan), tampak bahwa pertumbuhan PMTB selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan, terutama di tahun 2014 yang hanya tumbuh sebesar 1,57 persen. 
[bookmark: _Toc422219569]Tabel 3. 6
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Penggunaan ADH Konstan Tahun 2000


	No.
	URAIAN
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1
	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
	20.748.709
	21.861.261
	23.073.024
	24.546.211
	26.252.446
	27.940.495

	 
	pertumbuhan
	5,28%
	5,36%
	5,54%
	6,38%
	6,95%
	6,43%

	2
	PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA
	446.562
	464.017
	489.233
	515.362
	537.496
	573.655

	 
	pertumbuhan
	10,62%
	3,91%
	5,43%
	5,34%
	4,29%
	6,73%

	3
	PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
	4.872.516
	5.130.424
	5.235.585
	5.359.176
	5.502.001
	5.660.551

	 
	pertumbuhan
	6,89%
	5,29%
	2,05%
	2,36%
	2,67%
	2,88%

	4
	PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO (PMTB)
	5.766.588
	6.174.634
	6.748.875
	7.358.682
	7.817.713
	7.940.526

	 
	pertumbuhan
	3,82%
	7,08%
	9,30%
	9,04%
	6,24%
	1,57%

	5
	PERUBAHAN STOK
	177.772
	-762.357
	74.714
	-1.722.401
	-1.931.081
	-268.455

	 
	pertumbuhan
	-106,62%
	-528,84%
	-109,80%
	-2405,31%
	-12,12%
	-81,17%

	6
	EKSPOR BARANG DAN JASA
	18.944.629
	17.974.083
	22.690.157
	23.992.303
	30.054.675
	35.750.892

	 
	pertumbuhan
	-9,81%
	-5,12%
	26,24%
	5,74%
	25,27%
	19,44%

	7
	DIKURANGI IMPOR BARANG DAN JASA
	14.700.482
	12.452.162
	17.452.646
	16.522.464
	22.109.903
	29.296.133

	 
	pertumbuhan
	4,24%
	-15,29%
	40,16%
	-5,33%
	33,82%
	29,26%

	 
	JUMLAH PDRB
	36.256.295
	38.389.899
	40.858.942
	43.526.870
	46.123.346
	48.301.530

	 
	pertumbuhan
	5,26%
	5,88%
	6,43%
	6,53%
	5,97%
	5,11%



Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

Pertumbuhan PDRB dapat dipacu dengan meningkatkan nilai investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Angka yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output adalah ICOR.  Memperhatikan  perkembangan ICOR Provinsi Lampung tahun 2010-2014 tercatat bahwa ICOR selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2014 ICOR Provinsi Lampung sebesar 3,65 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 
[bookmark: _Toc422219570]Tabel 3. 7
Rasio PMTB Terhadap PDRB dan Perkembangan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

	URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	RASIO PMTB TERHADAP PDRB
	16,08
	16,52
	16,91
	16,95
	16,44

	ICOR (%)
	2,89
	2,73
	2,76
	3,01
	3,65



Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

Secara umum pendapatan setiap penduduk dalam suatu wilayah dicerminkan oleh PDRB perkapita. Angka PDRB perkapita digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. 
PDRB perkapita atas dasar harga konstan digunakan untuk mendeteksi adanya kemajuan perbaikan tingkat kesejahteraan riil dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku lebih menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara umum mengkonsumsi barang dan jasa pada tahun tertentu.
[bookmark: _Toc422219571]Tabel 3. 8
PDRB Perkapita Provinsi Lampung Dan Nasional 
Tahun 2010-2014
	Indikator
	Lokasi
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	PDRB Perkapita
ADH Berlaku
(Juta rupiah)
	Lampung 
	19,72
	21,98
	23,91
	25,77
	28,78

	
	Indonesia
	27,03
	30,66
	33,53
	36,50
	39,81

	PDRB Perkapita
ADHK Th. 2000
(Juta rupiah)
	Lampung 
	5,03
	5,31
	5,55
	5,81
	6,02

	
	Indonesia
	9,28
	9,70
	10,22
	11,06
	11,48



Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

Pada periode tahun pengamatan, PDRB perkapita Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan. Namun demikian, keadaan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB perkapita secara nasional.
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PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014ADH Berlaku (Juta Rupiah)

[bookmark: _Toc422219572]Tabel 3. 9
Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2014
	URAIAN
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	LAMPUNG *) (%)
	4,18
	9,95
	4,24
	4,30
	7,56
	8,36

	NASIONAL (%)
	2,78
	6,96
	3,79
	4,30
	8,38
	8,36



Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Kota Bandar Lampung

Mengaitkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Tabel 3.4) dan tingkat inflasi (Tabel 3.9) pada tahun-tahun terakhir periode, tampak bahwa perekonomian Lampung mengalami tekanan laju inflasi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi melambat, sementara laju inflasi merangkak naik melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Diakhir tahun 2014, laju inflasi sebesar 8,36 persen setara dengan laju inflasi nasional di tahun yang sama. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari golongan komoditas administered price (kenaikan BBM pada triwulan IV tahun 2014) yang berdampak pada komoditas volatile food. Sementara untuk inflasi inti masih mengalami kenaikan namun tetap terkendali.
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Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional 
Tahun 2009-2014



3.1.2 [bookmark: _Toc422219621]Kinerja Sosial Ekonomi Provinsi Lampung
3.1.2.1 Pengangguran
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak selamanya berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dimungkinkan ketika pertumbuhan tersebut hanya ditopang oleh sektor-sektor usaha yang memiliki elastisitas lapangan kerja yang rendah. Beberapa masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, antara lain masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan perekonomian.  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan memiliki makna bila diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.    

[bookmark: _Toc422219573]Tabel 3. 9
TingkatPengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014

	URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Lampung (%)
	5,57
	5,78
	5,18
	5,85
	4,79

	Nasional (%)
	7,14
	6,56
	6,14
	6,25
	5,94



Sumber : BPS Prov. Lampung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 menurun dari 5,85% atau sekitar 209,5 ribu orang di tahun 2013 menjadi 4,79% atau sekitar 184,8 ribu orang pada tahun 2014. Dalam skala nasional, TPT Provinsi Lampung pada periode tahun 2010-2014 masih berada dibawah TPT nasional. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian untuk terus menekan angka TPT. 
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TingkatPengangguran Terbuka 
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014


Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Terbukanya lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan perekonomian dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian (produktivitas dan pendapatan masyarakat). Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur tidak memiliki kemampuan atau harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Akibat jangka panjang adalah menurunnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
3.1.2.2	Persentase Penduduk Miskin
Memperhatikan Tabel 3.10, meskipun penduduk miskin Provinsi Lampung  pada periode 2010 s.d. 2014 mengalami penurunan, namun data statistik menunjukkan bahwa angka tersebut masih berada di atas persentase penduduk miskin secara nasional. Bila tingkat kemiskinan tersebut dikaitkan dengan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), meskipun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih tinggi dari LPE nasional, namun keadaan tersebut justru sangat berbeda bila dibandingkan dengan persentase/tingkat kemiskinan dari penduduk. 

[bookmark: _Toc422219574]Tabel 3. 10
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014

	LOKASI
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Lampung (%)
	18,94
	16,93
	15,65
	14,39
	14,21

	Nasional (%)
	13,33
	12,49
	11,66
	11,47
	10,96



Sumber : BPS Prov. Lampung
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Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014
 

Perlu diketahui, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli. Untuk dapat keluar dari status kemiskinan tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu dikendalikan oleh pemerintah. Pertama, menjaga kestabilan harga kebutuhan dasar agar dapat terjangkau, seperti : ketersediaan barang/jasa, efisiensi dan pengawasan jalur distribusi barang/jasa, pengendalian inflasi, dan regulasi yang berpihak pada golongan ekonomi lemah. Kedua, melakukan upaya-upaya meningkatkan tingkat penghasilan masyarakat secara umum.  

[bookmark: _Toc422219575]Tabel 3. 11
Jumlah Penduduk MiskinProvinsi Lampung 
Tahun 2010-2014 (Ribu jiwa)
	LOKASI
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Kota
	301,70
	241,94
	237,90
	222,75
	224,21

	Desa
	1. 178,20
	1. 056,77
	981,10
	911,53
	919,73

	Kota + Desa
	1. 479,90
	1. 298,71
	1. 219,00
	1. 134,28
	1. 143,93



Sumber : BPS Prov. Lampung
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Grafik 3. 6
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung 
Tahun 2010-2014 (Ribu jiwa)


Meninjau Tabel 3.12, tampak bahwa penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih banyak berada di wilayah perdesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung perlu diarahkan pada kegiatan di wilayah pedesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur perdesaan maupun aktifitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.    
3.1.2.3 Indeks Wiliamson 
Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumberdaya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan. 
[bookmark: _Toc422219605]Grafik 3. 7
Indeks Wiliamson Provinsi Lampung dan Nasional                                       Tahun 2009-2013

[image: ]

Meskipun cukup lambat, Indeks Williamson Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2009-2013 cenderung menurun.  Nilai indeks 0,27 di tahun 2009 turun menjadi 0,24 di tahun 2013, masih dibawah nilai Indeks Williamson secara nasional. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan antar wilayah yang masih rendah. Namun demikian, penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antar wilayah tetap menjadi agenda penting dan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam perumusan perencanaan pembangunan, diarahkan pada upaya mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan secara keseluruhan.
3.1.2.4	Indeks Gini
Sampai dengan tahun 2013, Indeks Gini Provinsi Lampung belum banyak bergerak dari catatan nilai indeks di tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan dengan nilai Indeks Gini nasional, maka Indeks Gini Provinsi Lampung masih berada di bawah nilai Indeks Gini secara nasional.

[bookmark: _Toc422219606]Grafik 3. 8
Indeks Gini Provinsi Lampung dan Nasional 
Tahun 2009-2013


Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas, dan konflik antar kelompok masyarakat. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat terus mendapatkan prioritas, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah. 

Dalam konteks kenegaraan, kesenjangan pendapatan antar kelompok akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam stabilitas. Oleh karenanya, kesenjangan harus diatasi oleh pemerintah dengan upaya-upaya signifikan yang terkait dengan peningkatkan kualitas SDM, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja kerja, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengembangkan usaha kecil dan menengah, sehingga mampu mengangkat kualitas dan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
3.12.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Keberhasilan pembangunan tidak sekedar dipandang dari sisi ekonomi, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun, tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Indikator IPM menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yang berpijak pada produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Dinamika kependudukan mempunyai keterkaitan dan saling berpengaruh terhadap keberhasilan diberbagai bidang pembangunan. IPM tidak hanya menggambarkan kualitas penduduk, namun dapat dipandang sebagai salah satu pendukung daya saing daerah.

[bookmark: _Toc422219607]Grafik 3. 9
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia



Pada periode tahun 2009 s.d. 2013 IPM Provinsi Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun.  Namun,  IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah IPM nasional. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.    
3.1.3 [bookmark: _Toc422219622]Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2016 dan 2017
Sebagai bagian dari kesatuan perekonomian global dan nasional, maka tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Lampung akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global. 
3.1.3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional dan Global
Memasuki tahun 2015, kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai belahan negara ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus tertekan dan cenderung melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok yang menjadi salah satu sumber utama permintaan dan penentu dinamika harga komoditas global. Diantara negara ekonomi besar, aktivitas ekonomi di Amerika Serikat mulai pulih, tetapi terjadi pelambatan di kawasan Eropa dan Jepang, sementara proses rebalancing ekonomi Tiongkok masih berlanjut. Situasi di tataran global tersebut diperberat oleh berbagai permasalahan struktural pada perekonomian domestik, yang sesungguhnya bukanlah suatu hal baru karena telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan struktural tersebut antara lain adalah kualitas infrastruktur dan SDM yang belum mendukung secara optimal, ekspor yang masih didominasi produk berbasis SDA, ketahanan pangan dan energi yang masih rendah, pasar keuangan yang masih dangkal, serta ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang meningkat. 
Kombinasi situasi global yang kurang kondusif dan sejumlah permasalahan domestik yang masih mengemuka tersebut pada gilirannya meningkatkan risiko instabilitas perekonomian, yang terlihat pada berbagai indikator seperti neraca pembayaran, nilai tukar dan inflasi. Meski Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor minyak, namun impor minyak Indonesia lebih besar dari pada ekspor. Disatu sisi,  hal ini berdampak positif pada perdagangan, tapi disisi yang lain pengaruh utama pada ekonomi akan juga tergantung pada dampak dan tanggapan di sektor fiskal dan energi.
Menghadapi sejumlah tantangan dan risiko tersebut, Pemerintah bersama dengan otoritas moneter memperkuat sinergi dan menempuh berbagai jalur kebijakan dengan tetap memprioritaskan stabilitas makro ekonomi dan terus mendorong reformasi struktural untuk memperkuat fundamental perekonomian nasional.  Kombinasi kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :
[bookmark: _Toc422219576]Tabel 3. 12
Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi Nasional
	No.
	URAIAN
	TARGET KINERJA

	
	
	2015
	2016
	2017

	1.
	Pertumbuhan PDB (%)*)
	5,8
	6,6
	7,1

	2.
	PDB per Kapita (ribu Rp) *)
	47.804
	52.686
	58.489

	3.
	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)
	5,0
	4,0
	4,0

	4.
	Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)
	12.200
	12.150
	12.100

	5.
	Tingkat Pengangguran (%)
	5,5-5,8
	5,2-5,5
	5,0-5,3

	6.
	Tingkat Kemiskinan (%)
	9,5 -10,5
	9,0-10,0
	8,5-9,5



Sumber : RPJMN 2015-2019
Dalam jangka menengah, prospek perekonomian diharapkan berada dalam lintasan yang terus meningkat dengan inflasi yang lebih rendah, perlu didukung oleh peningkatan produktivitas secara keseluruhan sehingga pada gilirannya meningkatkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan.
Kebijakan reformasi energi yang ditempuh Pemerintah pada bulan November 2014 merupakan “kebijakan sulit tapi perlu” guna memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja modal dan realokasi anggaran pada sektor-sektpor yang lebih produktif.  Menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditempuh pemerintah, tantangan pengendalian makro ekonomi tahun 2015 memerlukan kerja keras pemerintah untuk mematahkan resiko kenaikan ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasarannya. Disisi lain, pemerintah terus menggalang lahirnya investasi luar dan dalam negeri melalui berbagai upaya promosi dan kerjasama,  seraya mengumpulkan lebih banyak penerimaan negara melalui berbagai terobosan regulasi pendukung guna memacu perekonomian dimasa mendatang.   
Dengan perbaikan perekonomian global yang terus berlanjut, perekonomian Indonesia tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski diawal tahun 2015 pertumbuhan ekonomi nasional masih melambat, pada akhir tahun 2015 pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan meningkat pada kisaran 5,4-5,8% dengan inflasi diperkirakan pada kisaran sasaran 4±1% .
Beberapa resiko patut dicermati bersama, pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata. Di tingkat regional, Indonesia menghadapi tantangan baru seiring diberlakukannya Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Dari domestik, perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan upaya untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi, daya saing industri dan perdagangan, sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan ekonomi yang inklusif, serta mantapnya modal dasar pembangunan.
	
Sesuai target pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 diantara 6,4 persen hingga 6,6 persen, inflasi 4 persen, angka kemiskinan 9-10 persen, pengangguran 5,2– 5,5 persen, rasio penerimaan pajak 13,3 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pangan, maritim, industri, sebagai agenda prioritas nasional.
Dalam publikasi Bank Indonesia, perwujudan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah tersebut mensyaratkan empat pilar fundamental perekonomian yang kokoh, yaitu: 1) kedaulatan pangan dan energi, 2) adanya sektor industri yang berdaya saing global dan menyediakan lapangan kerja yang layak, 3) tersedianya pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, dan 4) terbukanya akses yang lebih merata (inklusif) terhadap berbagai peluang ekonomi.
Empat pilar perekonomian yang kokoh tersebut selanjutnya mensyaratkan adanya lingkungan perekonomian yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing kegiatan investasi dan kewirausahaan oleh sektor swasta. Untuk mewujudkan lingkungan tersebut diperlukan ketersediaan dua fondasi pendukung utama yaitu: (i) modal dasar pembangunan yang berkualitas dan memadai, mencakup infrastruktur konektivitas fisik dan digital, modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang kuat, dan (ii) stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang kokoh. Perkembangan sampai saat ini menunjukkan bahwa tantangan untuk memperkokoh keempat pilar fundamental perekonomian domestik dan kedua fondasi ekonomi tersebut masih mengemuka.
Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik, dengan kondisi makro ekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Pada tahun 2016, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 5,6-6,0% dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga. Namun, prospek positif tersebut akan diikuti dengan defisit transaksi berjalan yang sedikit meningkat sejalan dengan peningkatan impor terkait dengan proyek infrastruktur pemerintah. Meskipun demikian, peningkatan defisit transaksi berjalan ini diperkirakan hanya bersifat temporer dan bersifat lebih produktif karena terkait dengan perbaikan infrastuktur. Dengan demikian, peningkatan defisit transaksi berjalan ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam jangka menengah panjang.
Pada tahun 2016, dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi, diperkirakan inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi 4±1%. Sumber tekanan inflasi antara lain diprakirakan berasal dari permintaan domestik yang meningkat di tengah turunnya harga komoditas yang semakin terbatas. Inflasi inti diprakirakan masih akan terjaga dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Inflasi volatile food juga diprakirakan akan cenderung menurun seiring dengan peningkatan produksi bahan makanan dan tata niaga yang lebih baik. Inflasi administered prices diprakirakan tetap pada level yang rendah apabila tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga barang/jasa yang bersifat strategis.
3.1.3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Lampung
Prospek perekonomian Provinsi Lampung di tahun 2015, 2016 dan 2017 dipengaruhi oleh kinerja perekonomian nasional sebagai akibat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Berdasarkan data dan release BPS Provinsi Lampung menunjukkan Perekonomian Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I-2015 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,01 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 12,38 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 12,18 persen. Selain itu Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Administrasi Pemerintahan juga tumbuh di atas angka 8 persen.  Sedangkan jika dibandingkan terhadap triwulan IV Tahun 2014 maka pekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2015 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 6,79 persen yang didorong oleh efek musiman beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi dan palawija yang memasuki masa panen, menjadikan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 38,74 persen.  Selain Pertanian, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami pertumbuhan yang positif.  Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) dimana kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi (-17,15 persen) dan Pengadaan Listrik dan Gas (-10,31 persen).
Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT); PMTB & PI, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,75 persen; diikuti PMTB & PI sebesar 2,43 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,09 persen.
Struktur PDRB Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Lampung secara berturut-turut adalah PMTB & PI, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Nett Ekspor, dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT. 
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I-2015 (y-on-y), maka Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 3,38 persen, diikuti komponen PMTB & PI sebesar 0,74 persen.
Sedangkan jika dibandingkan antar triwulan maka triwulan I-2015 terhadap triwulan IV-2014 (q-to-q) tumbuh sebesar 6,79 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 0,03 persen.
Prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 dan 2017 masih terbuka lebar dengan asumsi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah dapat terkendali. Dengan memperhatikan berbagai kondisi dan situasi baik pada skala global dan nasional maka kondisi perekonomian Provinsi Lampung diproyeksikan sebagai berikut :
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Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Ekonomi     Provinsi Lampung
	No.
	URAIAN
	TARGET KINERJA

	
	
	2015
	2016
	2017

	1.
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung (%)
	35,25
	35,80
	35,73

	2.
	PDRB per kapita (konstan)
	7,090
	7,106
	7,106-7,500

	3.
	Pertumbuhan ekspor non migas (%)
	6,00
	6,25
	6,30

	4.
	Nilai Tukar Petani (NTP)
	124,53
	125,64
	125,65

	5.
	Pertumbuhan PAD (%)
	2,64
	8,84
	10,28

	6.
	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi (%)
	65
	70
	75

	7.
	Persentase Kemantapan Jalan 
Negara (%)
	85,50
	87,25
	92,25

	8.
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	5,18
	4,56
	4,01

	9.
	Kemiskinan (%)
	12,86
	11,86
	10,86



Sumber : RPJMD Provinsi Lampung, 2015-2019
· Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,88% hingga 6,38%. Sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan berada pada kisaran 6,02% hingga 6,51%.  Prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 dan 2017 ini diperkirakan akan dapat dicapai dengan bertumpu pada 4 (empat) sektor utama yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian agar pertumbuhan ekonomi memiliki makna sebagai ukuran welfare maka tekanan inflasi tetap menjadi perhatian utama dan diusahakan berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi.
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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 
Periode 2015-2017


· Kontribusi sektor pertanian selama periode 2015-2016 akan meningkat dari 35,25% menjadi 35,80% seiring dengan keberpihakan Pemerintah pada sektor ini melalui berbagai kegiatan yang digulirkan kepada petani dengan sasaran akhir swasembada pangan.  Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) dan Perluasan Areal Tanam (PAT) merupakan contoh kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung tercapainya swasembada pangan khususnya terhadap 3 komoditas utama yaitu padi, jagung dan kedelai.
Prospek peningkatan kontribusi nilai tambah dari sektor pertanian akan terus didorong melalui kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias. Selain itu sebagai sentra perkebunan maka perlu diupayakan peningkatan areal tanam tanaman perkebunan rakyat, yaitu usaha perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanam kurang dari 25 hektar; serta perkebunan besar yaitu tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau rakyat dengan luas areal tanam lebih besar atau sama dengan 25 hektar.  Masyarakat juga perlu didorong untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang meliputi usaha pemeliharaan segala jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas baik yang bertujuan untuk dikembangbiakkan, dipotong, maupun untuk dimanfaatkan hasil-hasilnya. Demikian juga halnya pada wilayah perikanan yang meliputi segala pengusahaan perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan, maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya baik di sungai maupun perairan air tawar, termasuk juga pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan rumah tangga. 
· Peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2015-2017 pendapatan perkapita masyarakat (konstan) diharapkan meningkat dari Rp. 7,090 juta di Tahun 2015 menjadi Rp. 7,500 juta di Tahun 2017. Peningkatan pendapatan perkapita akan berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat (purchasing power parity) dan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat secara bruto. 
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Proyeksi Pendapatan perKapita Penduduk Lampung 
Periode 2015-2017


· Pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Lampung diperkirakan akan tetap tumbuh dari 6% di Tahun 2015 menjadi 6,25% di Tahun 2016 dan 6,30% di Tahun 2017. Peningkatan nilai ekspor non migas ini terutama ditunjang oleh komoditas minyak kelapa sawit, kopi, batubara, lada hitam, bahan kertas, udang segar/beku, dan buah/sayuran olahan. Sedangkan negara tujuan utama ekspor Lampung adalah India, Jepang, Taiwan, Tiongkok (Asia); Italia Belanda, Spanyol (Eropa); Amerika, Australia, Oceania, dan Afrika. Namun demikian perhatian tetap harus diberikan terhadap munculnya hambatan berupa perkembangan eksternal yang diliputi resiko ketidakpastian dan barrier to entry dalam isu lingkungan yang dibuat negara utama tujuan ekpor. 
· Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian  dengan  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi  maupun  untuk  biaya  produksi.  Semakin  tinggi  NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  yang  diperoleh  dari  perbandingan  indeks  harga  yang  diterima  petani terhadap  indeks  harga  yang  dibayar  petani,  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung, diperkirakan NTP akan menguat dari tahun ke tahun.  Trend peningkatan NTP terjadi dari tahun 2015 yang mencapai 124,53 menjadi 125,64 di tahun 2016 serta 125,65 di tahun 2017 dan hal ini sejalan dengan trend peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung. 
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Proyeksi NTP Provinsi Lampung Periode 2015-2017



· Salah satu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi di bidang fiskal yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.  Dari sisi penerimaan daerah, terdapat 3 (tiga) sumber penerimaan yang terdiri dari : (1)  pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana perimbangan, serta (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.  Selama ini sebagian besar Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Lampung lebih mengandalkan  kepada sumber penerimaan yang berasal dari dana perimbangan untuk membiayai belanja pemerintah daerah, sementara action pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih  memerlukan dorongan secara lebih optimal. 
Perhatian kepada sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai arti penting karena dengan semakin besarnya penerimaan daerah dari sumber-sumber tersebut dapat dijadikan ukuran yang menunjukkan kemandirian daerah untuk membangun wilayahnya atas kekuatan sendiri. Penerimaan daerah tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan berpengaruh secara langsung terhadap sisi permintaan agregat yang kemudian dapat mendorong peningkatan sisi penawaran agregat dalam perekonomian daerah.   
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) disatu sisi menunjukkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan kemandirian daerah, namun disisi yang lain jika tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada pelaku usaha di daerah dan dalam kondisi lain dapat menyebabkan terjadinya capital flight pada tataran regional.  
Sejalan dengan hal tersebut dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional. Oleh karenanya target pertumbuhan penerimaan PAD pada Tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 8,84% dan 10,28%. Peningkatan penerimaan PAD ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan bahwa rasio penerimaan PAD terhadap pendapatan regional saat ini masih berada pada kisaran < 5% sehingga potensi pajak dan retribusi yang tersedia masih cukup besar.
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah akan diterapkan pada pos-pos pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kelompok objek pajak yang menjadi kewenangan Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
· Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik dalam konteks fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Salah satu infrastruktur yang  besar perannya  dalam  pengembangan  dan  pembangunan  ruang,  baik  dalam  lingkup  negara  ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur jalan dan jembatan.  Kondisi infrastruktur jalan yang baik mampu  menciptakan  mobilitas  sosial dan  ekonomi  masyarakat  (barang dan  manusia/penumpang),  dan  menghubungkan resources dan  hasil  produksi  ke  pasar  (perdagangan/trade). Kondisi jalan yang baik juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat seperti perdagangan antar wilayah, perluasan pasar, terciptanya kompetisi, penyebaran pengetahuan, dan meningkatnya aksesibilitas penduduk terhadap sarana  pendidikan  dan  kesehatan  dimana  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kualitas  kesehatan  dan pendidikan masyarakat.
Kondisi infrastruktur jalan juga menjadi salah satu syarat yang dituntut oleh para investor untuk menanamkan modalnya di daerah selain faktor keamanan, perizinan dan sosial budaya masyarakat. Untuk alasan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kemantapan kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Nasional. Dari keseluruhan panjang jalan Provinsi yang mencapai 1.702,81 km, pada tahun 2017 kemantapan Jalan Provinsi ditargetkan mencapai 75% mantap (1.277,11 km), meningkat dari tahun 2016 yang ditargetkan 70% (1.191,97 km)  mantap serta 65% mantap (1.106,83 km).  Sedangkan kemantapan jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung ditargetkan menjadi 92,25% mantap (1.069,70 km) di tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yang ditargetkan 87,25% mantap (1.011,72 km) dan 2015 yang ditargetkan 85,50% mantap (991,43 km) yang dihitung dari keseluruhan panjang jalan nasional di Provinsi Lampung sepanjang 1.159,57 km.
· Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan juga diskenariokan akan menurun selama periode Tahun 2015-2017 sebagai imbas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor produktif yang menyerap tenaga kerja. Rata-rata penurunan tingkat pengangguran terbuka selama 3 tahun direncanakan sebesar 12% per tahun, sedangkan penurunan kemiskinan sebesar 8% per tahun.  Pengangguran dan kemiskinan merupakan 2 (dua) hal yang saling berkaitan dan tidak bisa ditentukan kondisi mana yang menjadi penyebab terjadinya kondisi yang lain (viscious cyrcle).  Satu hal yang patut menjadi perhatian bahwa penambahan pengangguran disebabkan oleh laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja yang ada.  Selain itu terdapat kecenderungan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan fisik yang bersifat padat modal daripada padat tenaga kerja dan berimplikasi pada pendekatan pembangunan berbasis investasi dan pengurangan proyek padat karya. Salah satu solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi di daerah.  Disamping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. 
· Kebijakan nasional yang diperkirakan akan menjadi tantangan perekonomian Provinsi Lampung adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015.  MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negative bagi perekonomian Indonesia termasuk perekonomian di Provinsi Lampung.  
Dampak positif MEA bagi perekonomian Indonesia secara umum maupun Provinsi Lampung secara khusus diantaranya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang yang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN.  Dampak Positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional akan semakin meningkatkan skill, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya.
Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan menghadapi MEA yang harus diperhatikan. Hambatan tersebut di antaranya : Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. 
Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Ketiga, sektor industri yang masih rapuh karena ketergantungan impor akan bahan baku dan barang setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia termasuk Provinsi Lampung.
3.2 [bookmark: _Toc422219623]ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3.2.1 [bookmark: _Toc422219624]Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : 
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi : 
a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat; 
b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; 
d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PeraturanDaerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2) Dana Perimbangan yang meliputi : 
a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; 
b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK); 
c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Perkembangan realisasi pendanaan pembangunan Provins Lampung selama kurun waktu tahun 2012-2014 serta proyeksi pendapatan tahun 2016 dari berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut :

[bookmark: _Toc422219578]Tabel 3. 14
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan 
Tahun 2012 s.d Tahun 2016 (Jutaan Rupiah)

	NO
	Uraian
	Realisasi 
	Proyeksi Moderat 2016

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	
	PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG
	3.760.547
	3.912.732
	4.559.503
	5.073.505

	1.
	Pendapatan Asli Daerah
	1.706.131
	1.782.079
	2.307.656
	2.528.940

	
	Pajak Daerah
	1.465.711
	1.547.336
	1.946.452
	2.292.408

	
	Retribusi Daerah
	8.190
	10.070
	9.253
	8.495

	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
	21.270
	25.144
	25.462
	27.389

	
	Lain Lain PAD Yang Sah
	210.958
	199.528
	326.487
	196.268

	2.
	Bagian Dana Perimbangan
	1.280.942
	1.384.043
	1.472.486
	1.705.746

	
	Bagi Hasil Pajak
	165.018
	145.424
	142.641
	141.963

	
	Bagi Hasil Bukan Pajak
	145.696
	117.848
	144.940
	222.739

	
	Dana Alokasi Umum
	939.139
	1.060.663
	1.136.053
	1.288.284

	
	Dana Alokasi Khusus
	31.087
	60.108
	48.851
	52.759

	3.
	Lain-Lain Pendapatan Yang Syah
	773.473
	746.609
	779.360
	838.818

	
	Pendapatan Hibah
	773.473
	22.430
	22.926
	23.205

	
	Dana Darurat
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dr Provinsi & Pemda Lainnya
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
	0,00
	724.178
	748.609
	815.555

	
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya
	0,00
	0,00
	7.824
	58



Selama kurun waktu tahun 2012-2014, sumber dana pembangunan APBD Provinsi Lampung secara prosentase cenderung berimbang proporsinya baik dari sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah maupun dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Untuk tahun 2016, secara moderat pendapatan Provinsi Lampung diproyeksikan mencapai Rp. 5,073 trilyun, atau terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 11,27% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 5,559 trilyun.
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terusmeningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain.  Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :
1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak danretribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PeraturanDaerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksikepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 33% dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
3. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP).
4. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 16,5%, yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan : konkuren yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan.  
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Sementara, belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.
Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk implikasi terhadap pengganggaran belanja pemerintah daerah. Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, bahwa pada bulan Maret 2016 mendatang Pemerintah Provinsi Lampung selesai melaksanakan inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Sementara itu, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dilaksanakan sebelum bulan Oktober 2016. Disisi belanja, penyelesaian P3D perlu ditindaklanjuti dengan tambahan alokasi anggaran.    
Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 struktur  belanja  dalam  APBD  mengalami  terdiri dari kelompok  Belanja  Tidak  Langsung  dan  Belanja Langsung  dengan uraian, sebagai berikut :
1. Belanja  Tidak  Langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  yang  terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai berupa  penyediaan gaji  dan  tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah  kepada  Pemerintah  Pusat.  Dalam  Pemenuhan  Pendanaansejalan  dengan  penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
c. Belanja  Hibah  digunakan  untuk  mendukung  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  maka  pemerintah  daerah  dapat  melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMDdan  penyelenggaraan  pemilukada  yang  dilaksanakan  KPUD),  dan instansi  semi pemerintah  (seperti  PMI,  KONI,  Pramuka,  KORPRI  danPKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaandaerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah  ditetapkan  peruntukannya,  sepanjang  dianggarkan  dalamAPBD.  Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi  dan  kepentingan  daerah  serta  kemampuan  keuangan  daerah, sehingga  tidak  mengganggu  penyelenggaraan  urusan  wajib  dan  tugas tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraandan pelayanan umum kepada masyarakat.
d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  bantuan  sosial  diberikan kepada  kelompok/anggota  masyarakat  yang  dilakukan  secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
e. Belanja  Bagi  Hasil  digunakan  untuk  menganggarkan  dana  bagi  hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota  atau  pendapatan kota  kepada  pemerintah  desa  atau  pendapatan  pemerintah  daerah tertentu  kepada  pemerintah  daerah  lainnya  yang  disesuaikan  dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
f. Belanja  Bantuan  Keuangan  digunakan  untuk  menganggarkan  bantuankeuangan  yang  bersifat  umum  atau  khusus  dari  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  kabupaten/kota.  Bantuan  keuangan  yang  bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagipenerima  bantuan.  Bantuan  keuangan  yang  bersifat  khusus  dapat dianggarkan  dalam  rangka  untuk  membantu  capaian  program  prioritas pemerintah  daerah  yang  dilaksanakan  sesuai  urusan  yang  menjadi kewenangan pemerintah daerah.  
g. Belanja  Tidak  Terduga  ditetapkan  secara  rasional  dengan mempertimbangkan  realisasi  tahun  anggaran  sebelumnya  dan  perkiraan kegiatan-kegiatan  yang  sifatnya  tidak  dapat  diprediksi,  diluar  kendali  dan pengaruh  pemerintah  daerah,  serta  sifatnya  tidak  biasa/tanggap  darurat, yang  tidak  diharapkan  berulang  dan  belum  tertampung  dalam  bentuk program/kegiatan.
2. Belanja  Langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja  pegawai  merupakan  pengeluaran  untuk  honorarium/upah  dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
b. Belanja  barang  dan  jasa  merupakan  pengeluaran  untuk pembelian/pengadaan  barang  yang  dinilai  manfaatnya  kurang  dari  12 (dua  belas)  bulan  dan/atau  pemakaian  jasa  dalam  melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
c. Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  untuk  pengadaan  asset  tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Berdasarkan  analisis  dan  perkiraan  sumber-sumber  pendapatan  daerah,  maka arah  kebijakan  yang  terkait  dengan  belanja  daerah  adalah  sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :
[bookmark: _Toc422219579]Tabel 3. 15
Realisasi Jenis Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)
	URAIAN BELANJA
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	PROYEKSI 2016

	BELANJA DAERAH
	2.004.899,19 
	2.566.069,52 
	3.836.296,35 
	3.884.534,95 
	4.454.187,32 
	4.723.190,70
	5.128.383,46

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	968.441,25 
	1.143.021,70 
	1.943.966,17 
	1.811.879,22 
	2.144.560,81 
	2.637.268,60
	2.897.818,24

	BELANJA PEGAWAI
	416.719,26 
	441.128,55 
	488.121,06 
	497.662,95 
	544.114,85 
	771.913,78
	849.072,16

	BELANJA HIBAH
	38.365,62 
	35.896,76 
	741.534,65 
	761.045,63 
	847.424,32 
	807.523,43
	888.275,77

	BELANJA BAN. SOSIAL
	87.950,12 
	109.417,06 
	7.840,00 
	5.448,51 
	4.521,80 
	9.700,00
	9.700,00

	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KAB/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
	378.733,82 
	406.965,25 
	472.103,54 
	357.471,26 
	723.095,81 
	1.000.000,00
	1.100.000,00

	BELANJA BANTUAN KEU. KEPADA PROVINSI/KAB/ KOTA/ PEMERINTAH DESA SERTA PARPOL
	19.314,55 
	114.627,31 
	212.754,59 
	170.214,41 
	20.173,87 
	25.642,60
	28.206,86

	BELANJA TIDAK TERDUGA
	27.357,88 
	34.986,77 
	21.612,32 
	20.036,46 
	5.230,16 
	22.488,79
	22.563,45

	BELANJA LANGSUNG
	1.036.457,94 
	1.423.047,82 
	1.892.330,18 
	2.072.655,73 
	2.309.626,50 
	2.085.922,10
	2.230.565,22

	BELANJA PEGAWAI
	76.544,85 
	107.811,86 
	135.197,64 
	100.476,76 
	109.214,90 
	117.594,81
	

	BELANJA BARANG DAN JASA
	534.103,89 
	683.985,94 
	925.181,89 
	1.168.089,65 
	1.274.956,92 
	1.248.015,16
	

	BELANJA MODAL
	425.809,20 
	631.250,02 
	831.950,66 
	804.089,33 
	925.454,68 
	720.312,12
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Realisasi Belanja Tak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Modal terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung 
Tahun 2009-2014 (Persen)










3.2.4 [bookmark: _Toc422219625]Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :
3.2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.  Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung pada tahun 2011-2014 adalah :
1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan modal investor daerah;
2. Pembayaran pokok hutang.  
Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Lampung untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Lampung diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Lampung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah: 
1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Lampung;


2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;  
3. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan dan holtikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;  
4. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat lokal.
3.2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.  Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :
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Tabel 3. 16
Pembiayaan Daerah Tahun 2014, Tahun 2015 
dan Proyeksi Tahun 2016
	No.
	Uraian
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016

	
	PEMBIAYAAN
	19.497.615.001
	25.500.000.000
	10.000.000.000

	1.
	Penerimaan Pembiayan Daerah
	25.997.615.001
	26.000.000.000
	80.000.000.000

	
	SILPA
	25.997.615.001
	26.000.000.000
	80.000.000.000

	2.
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	6.500.000.000
	500.000.000
	70.000.000.000

	
	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) 
	5.000.000.000
	_
	70.000.000.000
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2009	2010	2011	2012	2013	2014	5.26	5.88	6.4300000000000024	6.53	5.9700000000000024	5.1099999999999985	NASIONAL	
4.63	6.22	6.49	6.26	5.78	5.0599999999999996	
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